
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.860, 2023 BMKG. Data Meteorologi Maritim. Pengamatan 

dan Pengelolaan. 

 
 

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 2023 

TENTANG 
PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN DATA METEOROLOGI MARITIM 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 
 

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalkan pengamatan dan pengelolaan 
data meteorologi maritim, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 35 dan Pasal 50 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 
Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pengamatan 

dan Pengelolaan Data Meteorologi Maritim; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304); 

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 
4. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370); 
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 
Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun 

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 
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Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun 
Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

476); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :  PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN 

GEOFISIKA TENTANG PENGAMATAN DAN PENGELOLAAN 
DATA METEOROLOGI MARITIM. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:  
1. Data adalah hasil pengamatan terhadap unsur-unsur 

meteorologi maritim. 

2. Pengamatan Meteorologi Maritim adalah pengukuran dan 
penaksiran untuk memperoleh Data atau nilai unsur 

meteorologi di wilayah pesisir perairan dan di tengah 
perairan. 

3. Peralatan Pengamatan adalah alat atau sistem untuk 
mengamati unsur meteorologi maritim yg dioperasikan 
oleh pengamat. 

4. Sandi SHIP adalah laporan hasil pengamatan permukaan 
laut dari Stasiun Perairan. 

5. Stasiun Perairan adalah stasiun pengamatan meteorologi 
di lingkup wilayah laut teritorial Indonesia beserta 

perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.  
6. Stasiun Perairan Tetap adalah Stasiun Perairan yang 

dilengkapi dengan peralatan meteorologi untuk 
melakukan pengamatan, pengelolaan, dan pelaporan 
cuaca permukaan darat, udara atas, dan permukaan 

perairan. 
7. Stasiun Perairan Bergerak adalah Stasiun Perairan di 

atas kapal yang bergerak di atas permukaan perairan. 
8. Stasiun Perairan Lainnya adalah Stasiun Perairan Tetap 

atau Stasiun Perairan Bergerak tidak berawak yang 
beroperasi di perairan dengan melakukan pengamatan 
unsur meteorologi maritim. 

9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 
adalah UPT di lingkungan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengamatan pengelolaan data, pelayanan 

informasi, dan jasa meteorologi maritim. 
10. Petugas Meteorologi Pelabuhan yang selanjutnya disebut 

PMO adalah perwakilan UPT yang menjadi kontak utama 

dalam berhubungan dengan otoritas pelabuhan dan 
komunitas maritim terkait. 
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11. Voluntary Observing Ship yang selanjutnya disingkat 

VOS adalah program dari World Meteorological 
Organization yang ditujukan kepada kapal yang berlayar 
untuk melakukan pengamatan cuaca dan melaporkan 

data hasil pengamatannya kepada badan meteorologi 
nasional setempat. 

12. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang 
selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di 
bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 
 

BAB II 
PENGAMATAN METEOROLOGI MARITIM 

 
Bagian Kesatu 

Unsur pengamatan 
 

Pasal 2 

Pengamatan Meteorologi Maritim meliputi pengamatan unsur: 
a. radiasi matahari;  

b. suhu udara;  
c. tekanan udara;  

d. angin;  
e. kelembaban udara;  
f. awan;  

g. curah hujan;   
h. gelombang laut;  

i. pasang surut air laut; 
j. keadaan cuaca;  

k. jarak pandang mendatar; 
l. suhu permukaan air laut; 

m. arus permukaan laut; 
n. salinitas air laut; dan 
o. keasaman (pH) air laut. 

 
Bagian Kedua 

Stasiun Pengamatan Meteorologi Maritim 
 

Pasal 3 
(1) Pengamatan Meteorologi Maritim dilakukan oleh: 

a. UPT; dan 

b. Stasiun Perairan. 
(2) Stasiun Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Stasiun Perairan milik Badan, Instansi 
Pemerintah Lainnya, Pemerintah Daerah, dan/atau 

Badan Hukum. 
 

Pasal 4 

Stasiun Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf b terdiri atas: 

a. Stasiun Perairan Tetap;  
b. Stasiun Perairan Bergerak; dan  

c. Stasiun Perairan Lainnya. 
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Pasal 5 

Stasiun Perairan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a terdiri atas:  
a. Stasiun Perairan Tetap di pesisir; dan 

b. Stasiun Perairan Tetap di tengah perairan. 
 

Pasal 6 
(1) Stasiun Perairan Tetap di pesisir sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 huruf a melaksanakan Pengamatan 
Meteorologi Maritim di wilayah pesisir dengan 
menempatkan Peralatan Pengamatan manual dan/atau 

otomatis pada lokasi dengan mempertimbangkan 
karakteristik sesuai jenis pengamatannya. 

(2) Stasiun Perairan Tetap di pesisir harus melakukan 
Pengamatan Meteorologi Maritim paling sedikit terhadap 

unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
sampai dengan huruf l. 
 

Pasal 7 
(1) Stasiun Perairan Tetap di tengah perairan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b melaksanakan 
Pengamatan Meteorologi Maritim di lepas pantai dengan 

menempatkan Peralatan Pengamatan manual dan/atau 
otomatis pada: 
a. moored buoy; dan 

b. anjungan lepas pantai. 
(2) Moored buoy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Stasiun Perairan Tetap di tengah perairan 
berupa pelampung yang ditambatkan ke dasar perairan 

sebagai media penempatan sensor pengamatan 
meteorologi maritim. 

(3) Stasiun Perairan Tetap di tengah perairan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus melakukan 
Pengamatan Meteorologi Maritim terhadap unsur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
 

Pasal 8 
(1) Stasiun Perairan Bergerak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 huruf b terdiri atas: 
a. stasiun kapal terpilih; 
b. stasiun kapal tambahan; dan 

c. stasiun kapal pembantu. 
(2) Stasiun Perairan Bergerak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) hanya dapat melakukan pengamatan dan 
pengiriman data saat sedang berlayar. 

(3) Stasiun Perairan Bergerak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa Peralatan Pengamatan di atas kapal 
ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 10 

(1) Stasiun kapal terpilih sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a melakukan pengamatan unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, huruf k, dan 
huruf l.  

(2) Selain melakukan pengamatan unsur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), stasiun kapal terpilih 

melakukan pengamatan: 
a. arah dan kecepatan kapal; dan 
b. fenomena khusus. 

(3) Pengamatan unsur gelombang laut untuk stasiun kapal 
terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h 

termasuk alun (swell). 
(4) Fenomena khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b meliputi: 
a. siklon tropis; 

b. angin kencang; 
c. angin puting beliung di lautan; 
d. gelombang laut tinggi; 

e. gelombang pasang; 
f. hujan lebat; dan 

g. jarak pandang mendatar ekstrim. 
 

Pasal 11 
Stasiun kapal tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf b merupakan Stasiun Perairan Bergerak yang 

dilengkapi Peralatan Pengamatan bersertifikat dengan jumlah 
terbatas untuk melakukan pengamatan, mencatat hasil 

pengamatan, dan mengirim laporan cuaca secara regular 
sesuai dengan ketentuan Sandi SHIP. 

 
Pasal 12 

(1) Stasiun kapal tambahan  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b melakukan pengamatan unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf f, huruf j, dan huruf k. 
(2) Selain melakukan pengamatan unsur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), stasiun kapal tambahan  
melakukan pengamatan cuaca saat ini dan cuaca 
lampau. 

 
Pasal 13 

Stasiun kapal pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
8 huruf c merupakan Stasiun Perairan Bergerak yang 

dilengkapi Peralatan Pengamatan yang bersertifikat maupun 
tidak bersertifikat untuk melakukan pengamatan, mengirim 
laporan cuaca dalam Sandi SHIP atau bahasa sederhana, baik 

secara rutin atau berdasarkan permintaan di area dan kondisi 
tertentu.  
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Pasal 14 

(1) Stasiun kapal pembantu  sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf c melakukan pengamatan unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf f, huruf j, dan huruf k. 
(2) Selain melakukan pengamatan unsur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), stasiun kapal tambahan  
melakukan pengamatan cuaca saat ini dan cuaca 

lampau. 
 

Pasal 15 

Stasiun Perairan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf c meliputi stasiun yang terapung lepas, pelampung 

melayang, maupun otomatis tidak berawak terdiri atas: 
a. stasiun drifting buoy; 

b. stasiun profiling float; dan 
c. stasiun Perairan tidak berawak. 

 
Pasal 16 

(1) Stasiun drifting buoy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 huruf a mempunyai tugas melakukan pengamatan, 
mencatat hasil pengamatan, dan mengirim laporan cuaca 

secara regular sesuai dengan ketentuan Sandi BUOY. 
(2) Format Sandi BUOY sebagaimana dimaksud ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Pasal 17 

(1) Stasiun drifting buoy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 huruf a melakukan pengamatan unsur sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf l, dan huruf m. 

(2) Stasiun profiling float sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf b melakukan pengamatan unsur:  

a. suhu laut per kedalaman; 
b. salinitas per kedalaman; dan 

c. tekanan air laut per kedalaman. 
(3) Stasiun Perairan tidak berawak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 huruf c melakukan pengamatan unsur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, 
huruf d, huruf l, dan huruf m. 

 
Bagian Keempat 

Peralatan Pengamatan 
 

Pasal 18 

(1) Pengamatan unsur meteorologi maritim dilakukan 
dengan menggunakan Peralatan Pengamatan. 

(2) Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas Peralatan Pengamatan manual dan/atau 

otomatis. 
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Pasal 19 

(1) Peralatan Pengamatan manual dan/atau otomatis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berupa 
alat pengukuran manual atau otomatis in-situ dan/atau 

otomatis berbasis penginderaan jauh. 
(2) Peralatan Pengamatan manual dan/atau otomatis yang 

dipasang pada Stasiun Perairan Tetap terdiri atas: 
a. automatic weather station maritim; 

b. high frequency radar; 
c. pengukur gelombang dan arus; 

d. termometer air laut; dan/atau 
e. current meter. 

(3)  Peralatan Pengamatan manual dan/atau otomatis yang 

dipasang pada Stasiun Perairan Bergerak berupa 
peralatan konvensional dan automatic weather station 

kapal. 
(4) Peralatan konvensional sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berupa: 
a. termometer; 

b. barometer; dan/atau 
c. anemometer.  

(5) Peralatan Pengamatan manual dan/atau otomatis yang 

dipasang pada Stasiun Perairan Lainnya terdiri atas: 
a. drifting buoy; 

b. profiling float; dan 
c. wahana permukaan laut otomatis tidak berawak. 

 
Pasal 20 

Pengoperasian Peralatan Pengamatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 diatur dalam standar operasional prosedur 
yang ditetapkan oleh Kepala Badan. 

 
Bagian Keempat 

Penyandian dan Pengiriman Data 
 

Pasal 21 
(1) Data dilakukan penyandian. 
(2) Penyandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan ketentuan internasional. 
 

Pasal 22 
(1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

disampaikan oleh UPT dan Stasiun Perairan kepada 
Badan. 

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan 

melalui sarana komunikasi. 
(3) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa komunikasi berbasis satelit, Global System 
for Mobile Communications, General Packet Radio Service,  

dan/atau sistem komunikasi transportasi perairan 
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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BAB III 

PENGELOLA DATA 
 

Bagian Kesatu  

Umum 
 

Pasal 23 
(1) Pengelolaan Data dilakukan untuk menghasilkan 

informasi cuaca maritim yang cepat, tepat, akurat, luas 
cakupannya, dan mudah dipahami. 

(2) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan serangkaian kegiatan perlakuan terhadap 
Data meteorologi maritim. 

(3) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 
kendali mutu, pengelompokan, tabulasi data, dan 

perhitungan data. 
(4) Pengelolaan Data dilakukan oleh Pusat Meteorologi 

Maritim, UPT, instansi pemerintah lainnya, pemerintah 

daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. 
(5) Pusat Meteorologi Maritim atau UPT sesuai dengan 

kewenangannya mengoordinasikan penyelenggaraan 
pengelolaan data yang dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum, 
dan/atau masyarakat. 

 

Pasal 24 
Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 

meliputi: 
a. pengumpulan; 

b. pengolahan; 
c. analisis; 

d. penyimpanan; dan 
e. pengaksesan. 

 

Pasal 25 
(1) Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

dilakukan oleh petugas. 
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memiliki sertifikat kompetensi.  
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh sertifikat 

kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dengan Peraturan Badan. 
 

Pasal 26 
(1) Hasil Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 disampaikan kepada unit kerja yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan di bidang 
basis data.  

(2) Hasil Pengelolaan Data yang dilakukan oleh UPT, harus 
disampaikan kepada Pusat Meteorologi Maritim melalui 

sarana komunikasi yang disediakan. 
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Pasal 27 

Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Bagian Kedua 

Pengumpulan Data Meteorologi Maritim 
 

Pasal 28 
(1) Pengumpulan Data meteorologi maritim dilakukan 

berdasarkan standar waktu pengumpulan dan format. 

(2) Waktu pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, 

dan/atau tahun. 
(3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 
a. lokasi pengamatan; 
b. waktu pengamatan; 

c. unsur pengamatan; dan 
d. hasil pengamatan. 

 
Pasal 29 

(1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
28 dilakukan di unit kerja yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan di bidang basis data.   

(2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara waktu nyata. 

 
Bagian Ketiga 

Pengolahan Data Meteorologi Maritim 
 

Pasal 30 
(1) Pengolahan Data meteorologi maritim dilakukan 

berdasarkan standar waktu dan metode. 

(2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan/atau tahun. 

(3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan metode statistik, metode dinamis, 

dan/atau gabungan metode statistik dan metode 
dinamis.  

(4) Metode statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan metode yang menggunakan pendekatan 
perhitungan matematika dan statistika dalam 

pengolahan data meteorologi maritim. 
(5) Metode dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

merupakan metode yang menggunakan pendekatan 
perhitungan matematika, statistika, dan fisika dalam 
pengolahan data meteorologi maritim. 
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Bagian Keempat 

Analisis Data Meteorologi Maritim 
 

Pasal 31 

(1) Data hasil pengolahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 dilakukan analisis untuk menghasilkan 

informasi cuaca maritim. 
(2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan berdasarkan standar waktu, ruang, dan 
metode. 

(3) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan/atau tahun. 
(4) Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 

lokasi dan/atau wilayah. 
(5) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menggunakan metode statistik, metode dinamis 
dan/atau gabungan metode statistik dan metode 
dinamis. 

 
Pasal 32 

(1) Metode statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (5) menghasilkan diagram, grafik, dan/atau tabel 

dari unsur Pengamatan Meteorologi Maritim yang 
diamati. 

(2) Metode dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 

ayat (5) menghasilkan dokumen dan/atau peta analisis 
atau prakiraan. 

 
Bagian Kelima 

Penyimpanan Data Meteorologi Maritim 
 

Pasal 33 
(1)  Hasil pengelolaan Data meteorologi maritim dilakukan 

penyimpanan pada unit kerja yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan di bidang basis data. 
(2) Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan di bidang basis data basis data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus menyimpan, memelihara, 

dan menyelamatkan Data. 
(3) Penyelamatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan membuat sistem cadangan Data. 

 
Pasal 34 

(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
dilakukan berdasarkan metode penyimpanan. 

(2) Metode penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan menggunakan: 
a. media dalam bentuk salinan lunak dan salinan 

cetak; 
b. disimpan paling sedikit pada 2 (dua) lokasi yang 

berbeda; dan 
c. teknologi dalam bentuk digital dan/atau mengikuti 

perkembangan teknologi 
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(3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan menggunakan jasa dan fasilitas milik 
pihak lain dalam negeri. 

 

Bagian Keenam 
Pengaksesan Data Meteorologi Maritim 

 
Pasal 35 

Unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
di bidang basis data harus mengembangkan fasilitas 
komunikasi untuk pengaksesan Data. 

 
Pasal 36 

(1) Data hanya dapat diakses untuk cakupan wilayah dan 
periode tertentu. 

(2) Cakupan wilayah dan periode tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis data yang 
tersedia. 

 
Bagian Ketujuh 

Prasarana dan Sarana  
 

Pasal 37 
(1) Badan harus memenuhi kebutuhan prasarana dan 

sarana dalam penyelenggaraan pengelolaan Data 

meteorologi maritim. 
(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 
a. stasiun pengamatan; dan 

b. fasilitas penunjang lainnya. 
(3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. sarana pengolahan data; dan 
b. sarana komunikasi. 

 

BAB IV 
PMO DAN BIMBINGAN KAPAL 

 
Pasal 38 

(1) Dalam melakukan pengamatan dan pengelolaan Data 
meteorologi maritim, UPT melakukan pembinaan 
pengamatan dan pengelolaan Data meteorologi maritim 

terhadap Stasiun Perairan Bergerak. 
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), UPT menunjuk personel sebagai PMO. 
 

Pasal 39 
PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus memiliki 
kompetensi paling sedikit:  

a. pengalaman di bidang kemaritiman pada wilayah 
tanggung jawabnya; 

b. pengalaman dan pengetahuan dasar di bidang 
meteorologi maritim baik teori maupun praktik; dan 

c. kemampuan Bahasa Inggris yang baik. 
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Pasal 40 

PMO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 memiliki tugas 
paling sedikit: 
a. merekrut kapal nasional maupun internasional yang 

belum direkrut oleh badan meteorologi lainnya untuk 
melakukan pengamatan dan pengiriman data sepanjang 

pelayaran; 
b. mendokumentasikan informasi kapal VOS, meliputi:  

1. data kapal yang dibutuhkan sesuai dengan 
kebutuhan persyaratan Metadata WMO Integrated 

Global Observing System (WIGOS); 
2. semua Peralatan Pengamatan yang terpasang dan 

yang telah diganti; dan 

3. pengecekan Peralatan Pengamatan dan tanggal 
kalibrasi; 

c. melakukan kunjungan rutin ke kapal VOS paling sedikit 
3 (tiga) bulan sekali untuk:  

1. menjaga hubungan yang baik dengan petugas 
pengamat cuaca di kapal;  

2. memberikan pelatihan dan bimbingan yang 

berkelanjutan kepada petugas pengamat cuaca di 
kapal;  

3. memelihara dan memeriksa peralatan meteorologi 
serta peralatan pendukung lainnya;  

4. memeriksa ketersediaan dan kondisi buku panduan 
pengamatan;  

5. menyalin data buku hasil pengamatan (log book) 

elektronik; dan 
6. mengumpulkan semua permasalahan yang 

berkaitan dengan pengamatan dan pengiriman Data; 
d. melakukan pelayanan yang berhubungan dengan 

Pengamatan Meteorologi Maritim berdasarkan 
permintaan PMO lain atau nakhoda kapal; 

e. membina dan memelihara hubungan yang baik serta 
menjalin kerja sama antar UPT, otoritas pelabuhan, 
perusahan pelayaran, sekolah, dan/     atau akademi 

pelayaran; 
f. melakukan kegiatan ikut berlayar (fam voyage) sedikit 1 

(satu) kali setahun dan diprioritaskan pada kapal yang 
memerlukan bimbingan pengamatan cuaca; dan 

g. mendukung program meteorologi maritim nasional 
maupun internasional yang berkaitan dengan 
Pengamatan Meteorologi Maritim. 

 
Pasal 41 

(1) PMO melakukan bimbingan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 huruf c angka 2 untuk meningkatkan 

kuantitas dan kualitas data cuaca hasil pengamatan 
perairan (data SHIP). 

(2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dengan memberikan pembelajaran 
pengamatan cuaca dan sosialisasi tentang pentingnya 

informasi cuaca kelautan untuk keselamatan pelayaran. 
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(3)  Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan kepada nakhoda atau petugas pengamat 
cuaca di kapal. 

(4)  Skema bimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

terdiri dari: 
a. bimbingan di atas kapal; dan 

b. bimbingan di lokasi lain yang ditentukan oleh PMO. 
 

BAB V 
PELAPORAN 

 

Pasal 42 
(1) UPT harus membuat laporan bulanan operasional dan 

disampaikan kepada deputi yang mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang 

meteorologi. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara elektronik paling lambat tanggal 10 

(sepuluh) setiap bulan berikutnya. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini. 
 

BAB VI 

PEMBINAAN 
 

Pasal 43 
(1) Pembinaan terhadap pengamatan dan pengelolaan Data 

meteorologi maritim dilakukan oleh deputi yang 
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan 

informasi di bidang meteorologi.  
(2) Pembinaan terhadap pengamatan dan pengelolaan Data 

meteorologi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. pengaturan; 

b. pengendalian; dan 
c. pengawasan. 

  
Pasal 44 

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 

(2) huruf a meliputi penetapan kebijakan teknis, 
penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, 

perencanaan, dan persyaratan dalam bidang pengamatan 
dan pengelolaan Data meteorologi maritim. 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (2) huruf b meliputi arahan, bimbingan, pelatihan, 
sertifikasi, dan bantuan teknis dalam bidang 

pengamatan dan pengelolaan Data meteorologi maritim. 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 

(2) huruf c meliputi kegiatan pemantauan, evaluasi, 
audit, dan tindakan korektif dalam bidang pengamatan 

dan pengelolaan Data meteorologi maritim.  
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Pasal 45 

Penetapan kebijakan teknis, penentuan norma, standar, 
pedoman, kriteria, perencanaan, dan persyaratan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit 

dilakukan dalam: 
a. pelaksanaan pengamatan dan pengelolaan Data 

meteorologi maritim; 
b. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana 

pengamatan dan pengelolaan Data meteorologi maritim; 
c. pengoperasian sarana dan prasarana pengamatan dan 

pengelolaan Data meteorologi maritim; dan 

d. pemeliharaan sarana dan prasarana pengamatan dan 
pengelolaan Data meteorologi maritim. 

 
Pasal 46 

Arahan, bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan bantuan teknis 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) paling sedikit 
dilakukan dalam: 

a. pelaksanaan pengamatan dan pengelolaan Data 
meteorologi maritim; 

b. peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang 
melaksanakan pekerjaan pengamatan dan pengelolaan 

Data meteorologi maritim; 
c. pengoperasian sarana dan prasarana pengamatan dan 

pengelolaan Data meteorologi maritim; dan 

d. pemeriksaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pengamatan dan pengelolaan Data meteorologi maritim. 

 
Pasal 47 

Kegiatan pemantauan, evaluasi, audit, dan tindakan korektif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) paling sedikit 

dilakukan terhadap: 
a. pelaksanaan pekerjaan di bidang pengamatan dan 

pengelolaan Data meteorologi maritim; dan 

b. sarana dan prasarana pengamatan dan pengelolaan Data 
meteorologi maritim. 

 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 48 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Oktober 2023 
 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 
REPUBLIK INDONESIA, 

  
ttd. 

 
DWIKORITA KARNAWATI 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  30 Oktober 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
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